PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 21
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun

2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tidak
sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan
Daerah sehingga perlu dirubah dan direvisi kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 4),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150):



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679};

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Renmihlile Indnnesia Nomor 51583}



12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 21
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru diubah sebagai berikut:

1. Ditambahkan bagian ketiga pada BAB KETENTUAN UMUM tentang Prinsip
Dasar dan ditambahkan Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Prinsip Dasar

Pasal 4

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan/
atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima:

a.

b.

terkait dengan pemberian layanan pada Masyarakat di luar penerimaan
yang sah;

terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar
penerimaan yang sah;

. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan

evaluasi di luar penerimaan yang sah;

terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang
sah /resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai;

dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan
pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan
pihak lain;

sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;



i. merupakan hadiah atau souvenir bagi Pegawai/Pengawas/Tamu selama
kunjungan dinas;

j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh
Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan
penugasan yang diterima;

k. dalam rangka  mempengaruhi  kebijakan/keputusan/perlakuan
pemangku kewenangan; dan

l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan
gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di Instansi
terkait.

(4) Dalam hal UPG di Instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan
disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi
pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

2. Bab IV tentang Pengelola Gratifikasi pada Pasal 16 ayat (2) diubah dan
ditambahkan ayat sehingga ayat (3) menjadi ayat (4) dan ditambahkan
Pasal sehingga Pasal 17 menjadi Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut :

BAB 1V
PENGELOLA GRATIFIKASI

Pasal 16

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari:
a. Pembina : Bupati Kepulauan Aru;
Wakil Bupati Kepulauan Aru;
b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
c. Ketua : Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru;
d. Sekretaris : Inspektur Pembatu Wilayah I;
e. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah IlI;

Inspektur Pembantu Wilayah IV;
Inspektur Pembantu Wilayah II;
Staf Inspektur Pembatu Wilayah I;
Staf Inspektur Pembatu Wilayah II;
Staf Inspektur Pembatu Wilayah III; dan
, Staf Inspektur Pembatu Wilayah IV.
{3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.

- Pasal 17

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas
nama Bupati meminta satu orang Pegawai pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang akan bertugas melakukan
sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan yang berindikasi



{2) Penetapan dan rincian tugas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ditambahkan BAB PENGAWASAN, BAB PERLINDUNGAN DAN
PENGHARGAAN, BAB SANKSI dan BAB PEMBIAYAAN sehingga menjadi

BAB VIII PENGAWASAN dan seterusnya yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran
terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara
langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG.

(2) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 27

(1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi
di SKPD/UPT.

(2) Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru bertanggungjawab atas pengawasan
pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru.

(3) Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru melaporkan hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati Kepulauan Aru.

Pasal 28

(1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan,
penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada
akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.

(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati Kepulauan Aru melalui UPG.

(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan SKPD yang menjalankan
fungsi pelayanan publik.

(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat
administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau



c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

d. kerahasiaan identitas.

(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan
terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan
diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena
melaporkan gratifikasi.

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai
karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/Pegawai dapat meminta
perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati
Kepulauan Aru melalui Ketua UPG dengan tembusan kepada KPK.

Pasal 30

(1) Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat
diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi Pegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur penilaian
kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB X
SANKSI

Pasal 31

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 26 QFTOREL J0®

Diundangkan di Dobo
pada tanggal L OLfpen 018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 20/ NOMOR 2%

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKU“ D HAM,
< e

-

NOVY EDWIN M. SOLISSA



